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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia pada dasarnya 
mengarah pada peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Salah satu bagian dari 
peningkatan kualitas manusia adalah pembinaan dan pengembangan olahraga 
dimana kualitas olahraga yang diarahkan kepada jasmani dan rohani seluruh 
masyarakat, serta ditunjukan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin 
dan sportivitas yang tinggi. 
Selain dijadikan untuk sarana meningkatkan kebugaran jasmani bagi 
pelakunya, di jaman modern ini kegiatan olahraga dapat dijadikan sebagai profesi. 
Di samping itu, olahraga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengangkat nama 
suatu negara atau daerah. Ajang-ajang tersebut antara lain Olimpiade, Sea Games, 
Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), dan masih banyak lagi kegiatan olahraga 
lainnya. 
Anggar salah satu cabang olahraga tua yang belum begitu memasal di 
kalangan masyarakat, bagaimana tidak, selain olahraga ini berasal dari negeri 
Eropa dan dari salah satu olahraga khusus bangsa bangsawan kerajaan pada 
zaman dahulu. Olahraga ini juga mempunyai perlengkapan yang harganya cukup 
mahal, dikarenakan Indonesia baru mampu mengkonsumsi peralatan ini dengan 
mengimpor dari luar negeri. Dari sedikit gambaran itulah akhirnya masyarakat 
sedikit berpikir panjang apabila hendak menekuni cabang olahraga ini. 
Olahraga ini memang diakui secara perkembangannya masih sedikit lambat. 
Tapi, dibalik itu juga apabila ada khalayak masyarakat hendak menenkuni atau 
tertarik pada cabang olahraga ini, tidak ada salahnya apabila mengetahui sejarah 
dari olahraga ini. Ibarat kata pepatah, ”Tak kenal maka tak sayang”, sehingga 
apabila telah mengetahui sedikit sejarah atau asal muasalnya olahraga ini dapat 
menanamkan rasa kecintaan pada cabang olahraga anggar ini. Hal ini juga di 
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dukung dengan pernyataan dari Slamet P (1990 : 7) bahwa anggar adalah suatu 
cabang olahraga yang aman, dimana seorang pemain anggar dapat 
memperlihatkan daya saingnya dengan terkendali, dan salah satu daya tarik dari 
olahraga ini adalah bahwa kesehatan dan usia muda saja tidaklah cukup, tetapi 
siasat, pengalaman, keahlian teknis dan rasa juang sama pentingnya. 
Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem 
keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses 
dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan 
olahraga dalam kehiduan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus 
ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. 
Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin 
kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 
dan bangsa serta tutuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah 
memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, 
adaptif terhadap perkembangan oahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai 
instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.  
Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asa desentralisasi, 
otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan,kemitraan, transparansi dan 
akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujdkan kemampuan 
daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan 
keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara 
sekedarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya 
untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui 
pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara 
harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip  
transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan  informasi 
yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk 
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berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk 
melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh 
haknya, serta memungkinkan  berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari 
kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan 
nasional bisa tercapai. 
Sekali lagi digambarkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa sistem 
keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang 
saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan 
keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, 
organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta 
masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, 
informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh 
semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan 
memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang 
sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, 
melalui peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan, 
pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya manusia 
keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningatan sumber dan 
pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara 
menyeluruh. 
Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan 
NKRI, IKASI Provinsi Jawa Tengah sendiri mempunyai tanggung jawab yang 
serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan 
konteks pengembangan daerah. Dalam konteks keolahragaan, IKASI Provinsi 
Jawa Tengah dalam bidangnya sebenarnya cukup menjanjikan diantarnya prospek 
pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas atlet yang tentu saja 
membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara 
optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat 
perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih cukup baik 
dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling 
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bantu antara stakeholder di daerah untuk mengembangkannya. Selain itu bidang 
ini dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah 
aktualisas angkatan muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan 
keolahragaan yang positf untuk lingkup yang luas nasisonal maupun internasional. 
Namun dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah daerah 
masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan IKASI Provinsi 
Jawa Tengah terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan 
bakat karena masih belum memasal atau memasyarakat, akses terhadap sumber 
daya dalam peningkatan produktivitas altlet dan disamping itu ketersediaan sarana 
dan prasarana juga menjadi masalah dalam merealisasikan hal diatas.  
Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk mengelaborasi 
lebih jauh mengenai pemberdayaan IKASI Provinsi Jawa Tengah  terutama dalam 
pengembangan potensi keolahragaan apakah sudah sesuai dengan peraturan 
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan tujuan untuk mengetahui 
perkembangan IKASI Jawa Tengah karena untuk mencapai prestasi yang tinggi 
dibutuhkan pembinaan yang teratur dan terprogram. Diantara unsur-unsur yang 
mendukung dalam kegiatan olahraga anatara lain organisasi yang sehat, 
manajemen yang baik, pelatih dan atlet yang berkualitas, prasarana dan sarana 
latihan yang baik, serta dana yang memadai. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan 
satu dengan lainnya. Apabila unsur-unsur tersebut dalam kondisi baik, maka 
kegiatan pembinaan olahraga dapat berjalan dengan lancar, sehingga prestasi 
tinggi dapat dicapai. Namun sebaliknya, jika unsur-unsur tersebut dalam kondisi 
yang tidak stabil atau tidak sehat, maka kegiatan pembinaan olahraga tidak dapat 
berjalan dan prestasi pun tidak dapat dicapai. Pembinaan yang baik tanpa ada 
unsur pendukung lainnya seperti organisasi, manajemen, prasarana dan sarana 
serta dana, maka prestasi tinggi akan sulit dicapai. Bagaimanakah dengan kegiatan 
dan pengurus IKASI Jawa Tengah periode tahun 2011/2015, apakah sudah sesuai 
dengan aturan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Untuk mengetahui 
sejauh mana kepengurusan IKASI Jawa Tengah peroide tahun 2011/2015, maka 
perlu dilakukan penelitian dengan menggali informasi pelaksanaan pembinaan 
5 
 
 
 
IKASI Jawa Tengah dan unsur-unsur pendukung lainnya. Untuk mengetahui hal 
tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul, “Studi Tentang 
Perkembangan kapasitas Institusi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi jawa Tengah 
Pasca lahirnya Undang-Undang Sistem keolahragaan Nasional ( UUSKN ) Tahun 2005”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 
dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah keadaan pembinaan dan institusi IKASI Provinsi Jawa Tengah 
Pasca  lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
2. Bagaimankah keadaan organisasi dan manajemen IKASI Provinsi Jawa 
Tengah pasca lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional  ( 
UUSKN )  
3. Bagaimakah keadaan pelatih dan atlet pada IKASI Provinsi Jawa Tengah 
pasca lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
4. Bagaimanakah keadaan prasarana dan saran latihan pada IKASI Provinsi 
Jawa Tengah pasca lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional 
( UUSKN ) 
5. Bagaimanakah pendanaan pada IKASI Provinsi Jawa Tengah pasca lahirnya 
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini 
mempunya tujuan untuk mengetahui: 
1. Keadaan pembinaan dan institusi IKASI Provinsi Jawa Tengah pasca lahirnya 
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
2. Keadaan organisasi dan manajemen pada IKASI IKAS Provinsi Jawa Tengah 
pasca lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
3. Keadaan pelatih dan atlet pada IKASI Provinsi Jawa Tengah pasca lahirnya 
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
4. Keadaan prasarana dan sarana latihan pada IKASI Provinsi Jawa Tengah 
pasca lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
5. Pendanaan pada IKASI Provinsi Jawa Tengah pasca lahirnya Undang-
Undang Sistem Keolahragaan Nasional ( UUSKN ) 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan 
manfaat antara lain: 
1. Sebagai rangsangan yang positif pengurus cabang IKASI Jawa Tengah dalam  
usaha meningkatkan pembinaan dan pencapaian prestasi yang lebih maksimal 
pada tahun 2015 
2. Dapat dijadikan bahan evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan pembinaan 
yang lebih maksimal pada pengurus cabang IKASI Jawa Tengah 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan 
prestasi IKASI Jawa Tengah 
 
